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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi 

itu adalah sebagai berikut: 
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Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 
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L.5-0 sad s es (dengan titik di bawah) 
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.3. to t to (dengan titik di bawah) 
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L..i, fa f of 

(.5 qaf q qi 

J kaf k ka 

d lam 1 el 

P mim m em 

u nun n en 

9 wau w we 

o ha h ha 
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Li ya y ye 

2. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

i =a I =a 

1 	=i Li i = ai 4.) =1 

i = u .3 1  = au 9 1  =u 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan It/ 

Contoh: 

ditulis 	mariatun jamilah 

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh: 

kAlai 	ditulis 	fatimah 
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4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 

Ditulis 	Rabbanii 

Ditulis 	al-birr 

5. Kata Sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

	

vii 	Ditulis 	asy-syamsu 

Ditulis 	ar-rajulu 

	

s4J1 	Ditulis 	as-sayyidah 

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

	

_>421 	Ditulis 	al-qamar 

Ditulis 	al-bath' 

	

J141 	Ditulis 	al jaldl 

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan apostrof 

Contoh: 

	

J.41 	Ditulis 	Umirtu 

	

0 5-t 	Ditulis 	syai'un 
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PERSEMBAHAN 

Skriysi iniyenuas yersembahkan untuk : 

1. Ayahanda clan Ibunda tercinta, serta kakak clan adikku tersayang clan 

seCuruh keluarga besar yang senantiasa mendo'akan, memberikan 

kasih sayang, danyengorbanan untuk memenuhi 

segala harapan clan city-cita _penults. 

2. Seseorang yang seCaru memberikan motivasi, cinta clan kasih sayang, 

yerhatian clan do'a yang tuCus. Semoga kerak akan mencayai 

kebahagiaan yang kita cita-citakan bersama. 

3. Sahabat serta teman-teman yang tidak dayat yenutis 

sebutkan satuyersatu. 
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MOTTO 

TAHU DIRI, KENAL DIRI, DAN BISA JAGA DIRI 

Sebaik-daikmanusia adafah yang paling bermanfaat bagi manusia 

(ORAfimaci ath-Thabiani ad-Daruqutni) 
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ABSTRAK 

Nurmila, Nailis.2017. Regulasi Pengampunan Pajak dalam Tinjauan Ekonomi 
Syariah ( Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Pasal 3 dan 
4 ). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Ali Amin Isfandiar, M.Ag. 

Pajak merupakan pendapatan negara terbesar dibanding sektor lainnya di 
Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk 
menigkatkan pendapatan di sektor pajak lantaran tiga tahun penerimaan pajak 
tidak mencapai target maksimal sekaligus alat untuk mempercepat pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu 
dengan melakukan kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Di dalam 
praktiknya, kebijakan Pengampunan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Secara garis besar Undang-Undang 
tersebut membahas tiga hal pokok yaitu mengenai subjek, objek, dan tarif dalam 
Pengampunan Pajak. Dalam pandangan ekonomi syariah, bahwasanya tidak ada 
kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, namun 
jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan maka akan ada 
kewajiban tambahan lain berupa pajak. Pajak dalam Islam dikenal dengan istilah 
daribah. Aturan Islam konsep pembangunan perekonomian negara menempatkan 
pajak sebagai penompang kebutuhan negara hanya merupakan alternatif terakhir 
ketika sumber penerimaan negara dan sektor lain belum mencukupi. Adapun 
tuuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi terhadap 
Regulasi Pyang digunankan dalam kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). 
Penelitian ini menggunakan metode content analysis. Pengumpulan data 
penelitian ini adalah dengan cara penelitian studi kepustakaan (library reasrch) 
dengan data primernya berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan data 
sekunder berupa literatur yang berhubungan dengan ekonomi syariah khususnya 
terkait dengan pajak dalam islam. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Aturan Islam mengenai konsep 
perpajakan (daribah) belum diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2016 khusunya terkait dalam hal subjek Pengampunan Pajak (Pasal 3 ayat 1,2, 
dam 3) dan objek Pengampunan Pajak ( Pasal 3 ayat 4 dan 5). Sedangkan 
mengenai tarif dalam Pengampunan Pajak ( Pasal 4) sudah menerapkan sesuai 
aturan pajak dalam Islam. 

Kata kunci : Undang-Undang No 11 Tahun 2016, Pajak dalam Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia masih memiliki berbagai agenda pembangunan dalam 

mencapai tujuan bernegara. Berbagai macam cara dilakukan pemerintah 

untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak karena pajak merupakan 

pemasukan negara terbesar dibandingkan sektor lainnya. Berikut adalah 

tabel yang menyajikan penerimaan negara dari sektor dalam negeri pada 

tahun 2013 — 2015 (dalam triliun rupiah) 

Tabel 1.11  

No Tahun Nilai % 
1 2013 1.072,1 93,4 
2 2014 1.537,2 94 
3 2015 1.491,5 84,7 

Sumber : Data Pokok APBN 2013 — 2015 Kemenkeu.RJ 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari 

sektor perpajakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak mencapai 

target maksimal (100%). Pada tahun 2013 tercatat hanya sekitar 93,4% 

saja atau sekitar Rp.1.072,1 triliun dari target yang ditetapkan saat itu 

sebesar Rp.1.148,4 triliun. Sedangkan pada tahun 2014 tercatat sekitar 

94% atau sekitar Rp.1.537,2 saja dari target yang ditetapkan sebesar 

Rp.1.635,4 triliun. Di sisi lain penerimaan pajak pada tahun 2015 

cenderung mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun 

sebelumnya, yaitu hanya sekitar Rp.1.491,5 triliun saja atau sekitar 84,7% 

Ihttp://www. fiskal.kem  en keu.go. idAvebbkfidownloadiData%20 Pokok%2020 I 3%20Indon 
esia%20rev.pdf, diakses pada tanggal 10Desember 2016 
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berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, 

sehingga tentunya membutuhkan biaya pembangunan yang cukup besar. 

Tidak hanya di Indonesia, sumber pembiayaan untuk pembangunan di 

berbagai negara selama ini sebagian besar bertumpu pada penerimaan 

pajak. Hal ini juga terlihat pada porsi penerimaan perpajakan yang 

ditargetkan mencapai 4,6% dari total Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) tahun 2016. 4  

Besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan dari 

sektor perpajakan, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target 

penerimaan pajak selama ini dengan pencapaian tax ratio berada diangka 

1-13%. Buruknya situasi perpajakan tidak terlepas dari kepatuhan pajak 

yang masih rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya suatu upaya 

pembenahan atau reformasi secara komprehensif di sektor perpajakan. 

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai kebijakan, 

salah satunya dengan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Tax Amnesty 

merupakan usaha pemerintah untuk menambah sumber penerimaan pajak 

yang selama ini belum atau kurang dibayar, disamping meningkatkan 

kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan, 

semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Tax 

Amnesty dipercaya membuat patuh para wajib pajak untuk membayar 

pajaknya. Selain itu, Tax Amnesty juga dipercaya menjadi sistem alat 

4Republik Indonesia, Nota Keuangan APBN 2016, him. 3 
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deteksi untuk mengetahui wajib pajak mana yang tidak patuh dalam 

membayar pajak. 

Meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak merupakan tujuan 

pertama reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Ada tiga 

strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini, yaitu, pertama, 

dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat 

menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya Wajib 

Pajak yang selama ini belum patuh. Kedua, meningkatkan pelayanan 

terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan 

dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Ketiga, untuk meningkatkan 

kepatuhan perpajakan adalah dengan memerangi ketidakpatuhan dengan 

berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal 

ketidakpatuhan perpajakan. Tujuan pemerintah dalam memberlakukan 

kebijakan Tax Amnesty adalah meningkatkan penerimaan pajak dalam 

jangka pendek. 

Di samping itu, dalam jangka panjang kebijakan Tax Amnesty 

bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara 

berkesinambungan melalui perluasan data dan basis pajak yang diperoleh. 

Pengumpulan data inilah yang akan menjadi modal besar bagi otoritas 

pajak dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement), apalagi ke 

depan akan mulai berlaku maknisme pertukaran informasi perpajakan 

secara otomatis (automatic-exchangeof information/ EOI) . Dengan 

adanya agenda pertukaran data antarnegara tersebut juga menunjukan 



5 

bahwa ketersediaan data memiliki peran yang krusial dalam menggali 

potensi penerimaan pajak. 5  

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia terhitung sejak 

bulan Juli 2016 telah mengeluarkan Regulasi No 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Program Pengampunan Pajak adalah 

bagian dari program pemerintah dalam rangka penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan 

sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar 

uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 

2016.6  

Didalam praktiknya, program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

pada tahun 2016 ini di atur dan dijalankan dengan berpegang teguh pada 

empat prinsip atau empat asas, yaitu : 

1. Asas kepastian hukum, adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak harus 

dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 

kepastian hukum 

2. Asas keadilan, adalah pelakasanaan Pengampunan Pajak menjunjung 

tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat 

3. Asas kemanfaatan, adalah seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan 

Pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat 

khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum. 

4. Asas kepentingan nasional, adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak 

5http://www.oecd.org/tax/transparancy/AE01-commitments.pdf. (diakses pada tanggal 05 
Juli 2017). 

6Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 
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mengutamakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat di atas 

kepentingan lainnya. 

Keempat asas ini menjadi fondasi agar pelaksanaan program ini 

berjalan dengan lancar dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat 

akan sistem perpajakan di Indonesia serta mempercepat pertumbuhan 

restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan 

berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, peningkatan 

investasi serta perluasan basis data perpajakan yang lebih terintegrasi. 

Di dalam peraturan perundang-undangan No 11 Tahun 2016 

khususnya pada BAB III Pasal 3 dan BAB IV Pasal 4 telah ditetapkan 

Subjek dan Objek serta tarif atas pelaksanaan Pengampunan Pajak. 

7Artinya pelaksaan Tax Amnesty baik di pihak Wajib Pajak maupun 

Instansi Perpajakan di Indonesia hares tunduk pada regulasi yang telah 

ditetapkan dan tidak berlaku secara sewenang-wenang. 

BAB III Pasal 3 ayat 2: 

"Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan 
kepada Wajib Pajak melalui Pengungkapan harta yang dimilikinya 
dalam Surat Pernyataan" 

BAB III Pasal 3 ayat 5: 

"Kewajiban perpajakan sebagimana dimaksud pada ayat 4 terdiri 
atas keajiban : Pajak Penghasilan , dan Pajak Pertambahan Nilai atau 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah". 

BAB IV Pasal 4 ayat 1: 

"Tarif Uang Tebusan atas harta yang berada di dalam ilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah 

7  Undang — Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka aktu 
paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan adalah : 2% 
(dua persen) ,3% (tiga persen), dan 5% (lima persen)". 

BAB IV Pasal 4 ayat 2: 

"Tarif Uang Tebusan atas harta yang berada di luar ilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah : 4% (empat persen), 
6% (enam persen), dan 10% (sepuluh persen) 

Dalam pandangan ekonomi syariah, bahwasanya tidak ada 

kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, 

namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan 

(darurat), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak 

Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-

Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam asy-Syathibi, dan lain-lain.8  

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di 

atas, alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, 

karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai 

"pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul 

kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu 

kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: 

"kemudharatan itu harus dihilangkan "9  

8  Gusfahmi, Pajak Menurut Syari'ah, (Jakarta:PT .RajagrafindoPersda, 2007), hlm.27-33 
9Alaidin Koto, llmu Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm.53 
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menunjukan hasil penelitian bahwa suatu sistem perpajakan dapat berhasil 

apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut 

pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai 

dengan bagiannya.12  

Fakhrani Nurhayati Syafrida tentang penerapan Tax Amnesty di 

Indonesia menyimpulkan bahwa penerapan Tax Amnesty di Indonesia jika 

dilihat dari pengalaman berbagai Negara yang telah menerapkan, 

Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-

dana ke Indonesia yang cukup banyak disimpan di luar Negeri.13  

Melihat regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan program Tax 

Amnesty sesuai UU No 11 tahun 2016 teutama dalam BAB III dan BAB 

IV tentang subjek, objek, serta tarif yang ditetapkan dalam Tax Amnesty 

dan menganalisis dari beberapa paparan penelitian terdahulu di atas, hal 

inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang 

Regulasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), maka dengan ini penulis 

mengambil judul skripsi "REGULASI PENGAMPUNAN PAJAK (TAX 

AMNESTY) DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH ( Analisis 

Isi Terhadap UU No 11 Tahun 2016 Pasal 3 dan 4)". 

'2Harri Andria,"Aspek Keadilan dalam Pajak", (Depok:Perpustakaan UI,Skripsi Ekonomi 
Universitas Indonesia,2008),hlm.80 

13Fakhrani Nurhayati S,"Analisis Penerapan Tax Amnesty di Indonesia dalam Rangka 
Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan", (Jumal Akuntansi Universitas Bakrie), 
hlm. 5 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap Undang-Undang 

Penagampunan Pajak (Tax Amnesty) Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 3 

Ayat 1, 2, dan 3 tentang subjek pengampunan pajak? 

Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap Undang-Undang 

Penagampunan Pajak (Tax Amnesty) Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 3 

Ayat 4 dan 5 tentang objek pengampunan pajak? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap Undang-Undang 

Penagampunan Pajak (Tax Amnesty) Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 4 

Ayat 1 dan 2 tentang tarif pengampunan pajak? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap Undang-Undang 

Penagampunan Pajak (Tax Amnesty) Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 3 

Ayat 1, 2, dan 3 tentang subjek pengampunan pajak 

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap Undang-Undang 

Penagampunan Pajak (Tax Amnesty) Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 3 

Ayat 4 dan 5 tentang objek pengampunan pajak 

3. Untuk mengetahui ekonomi syariah terhadap Undang-Undang 

Penagampunan Pajak (Tax Amnesty) Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 4 

Ayat 1 dan 2 tentang tarif pengampunan pajak 
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Dwi Sulistyawati dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, asas keadilan dalam 

pemungutan pajak harus bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah 

melalui Undang-Undang. Artinya jika dalam implikasinya muncul rasa 

ketidakadilan dari masyarakat maka hal itu dinilai melanggar asas 

keadil an. 1 4  

Berbeda dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan Dwi 

Sulistyawati, Harri Andria menunjukan hasil penelitian bahwa suatu 

sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin 

bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan 

setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.15  

Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Nasional karya Totok 

Harjanto menunjukan hasil bahwa potensi pajak sangat menentukan 

dalam keberlangsungan dalam pembangunan ekonomi nasional dan 

membiayai semua kepentingan umum dan pada akhirnya akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam penelitiannya, penulis 

menggunakan metode deskriptif dengan memberikan gambaran secara 

komprehensif.16  

Penelitian yang dilakukan oleh Ragimun tentang Analisis 

Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia menunjukan hasil 

14Dwi Sulistyawati, "Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat", 
(Bengkulu : Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum STAIN Bengkulu, 2014), hlm. 128 

''Harri Andria,"Aspek Keadilan dalam Pajak", (Depok:Perpustakaan UI,Skripsi Ekonomi 
Universitas Indonesia,2008),hlm.80 

'6Totok Harjanto, "Pajak dalam Pembanguan Ekonomi Nasional", (Jurnal Ekonomi Vol 6 
Edisi 4, September-Desember Universitas 17 Agustus 1945), hlm. 61 
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dilakukan dengan cara sewenang-wenang. Penelitian ini menggunakan 

deskriptif analisis sebagai metode dalam penelitiannya. 20  

Mia Hasanah tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem 

Pemajakan PBB Indonesia menyimpulkan bahwa dengan prinsip untuk 

menciptakan kemaslahatan umum, maka PBB boleh dikenakan 

sebagaimana prinsip maslahah mursalah dan dengan menetapkan tarif 

yang adil sesuai kondisi ekonomi dan sosial Wajib Pajak.21  

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Turmudi dan Mia Hasanah, penelitian yang dilakukan oleh Nur Avia 

Astrini T tentang Studi Penerapan Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan 

Indonesia menyimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan, amanah, 

musyawarah dan kebebasan telah ada dalam perpajakan di Indonesia 

namun penerapannya masih kurang memadai dan belum sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan 

serta nilai tauhid di dalam perpajakan Indonesia belum diterapkan, hal 

ini ditinjau dari masih minimnya partisipasi pemerintah untuk 

meningkatkan kepatuhan masyarakat muslim membayar pajak serta 

subjek dan objek pajak yang mengandung unsur haram di dalamnya. 22  

20Rusdji Ali Muhammad, "Eksistensi Pajak dalam Konteks Islam", (Al-Bayan, Vol 2, No 
2 , Juli-Desember,2000),h1m.105 

2IMia Hasanah, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemajakan Indonesia (Studi 
kasus Terhadap PBB Indonesia)", (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah , Skripsi 
Fakultas Syariah dan Hukum,2010), hlm. 88 

22Nur Avia Astrini T ,"Studi Penerapan Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di 
Indonesia", (Makassar: Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar,Skripsi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis,2012), hlm.122 
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Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan 

kesembilan penelitian di atas. Perbedaan tersebut terletak pada objek 

penelitian. Objek penelitian penulisan adalah mengenai Regulasi 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) khusunya BAB III Pasal dan BAB 

IV Pasal 4 yang dianalisa menurut tinjauan ekonomi syariah. Dari 

pemaparan hasil penelitian terdahulu di atas pula, maka penulis akan 

memberikan ringkasan penelitian terdahulu tersebut dalam bentuk tabel 

sebagai berikut : 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini 

adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan 

perhitungan matematis, statistik, dan lain sebagainya.23  

Secara keseluruhan pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan normatif yang bersumber dan bahan 

bacaan yang dilakukan dengan cara penelaah naskah. Bilamana terdapat 

data-data empiris, maka hal itu dimaksudkan hanya untuk mempertajam 

analisa dan menguatkan argumentasi penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara penelitian 

studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mempelajari, 

mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah 

literatur baik berupa buku, jurnal, sripsi, majalah, koran, Undang-

Undang, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus, atau 

variabel penelitian. 

3.Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data 

primer dan sekunder. Data primer pada proposal ini merujuk pada 

buku-buku dan literatur pokok yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 

23John W Creswell, Research Design (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed), 
terjemahan Achmad Fawaid, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2009), hlm.225 
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2016 dan PMK No 118 Tahun 2016 yang khusus membahas tentang 

perpajakan secara keseluruhan khusus tentang Tax Amnesty. Sedangkan 

untuk data sekunder adalah seluruh literatur yang berhubungan dengan 

Ekonomi Syariah khususnya terkait dengan pajak dalam islam atau 

literatur lainnya yang memberikan informasi tambahan pada judul yang 

akan diangkat dalam proposal ini, yaitu skripsi, jurnal, artikel, majalah, 

koran, dan lainnya. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam mengolah data dan menganalisa data penulis menggunakan 

metode content analysis, yaitu teknik penarikan kesimpulan dalam 

penelitian secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi. 24  

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif 

berarti penulis menjelaskan secara apa adanya tentang Regulasi 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia, kemudian dianalisis 

dari tinjauan ekonomi syariah. 

24Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitaq; (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 
2004), hlm 173 



21 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi penelitian 

dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab pertama, pada bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian 

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, pada bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar 

bagi penelitian dalam menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap 

masalah yang diangkat dan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah pajak dalam Islam, prinsip pajak dalam Islam, pengampunan 

dalam Islam dan sanksi pajak menurut Islam. 

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di 

Indonesia dan pembahasannya meliputi: latar belakang dibuatnya 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan isi Undang-Undang Nomo 11 

Tahun 2016 BAB III Pasal 3 dan BAB IV Pasal 4 

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang analisis tinjauan ekonomi 

syariah terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 BAB III Pasal 3 

Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang Subjek dan Objek Pengampunan Pajak serta 

BAB IV Pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang Tarif Pengampunan Pajak. 

Bab kelima, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yaitu penulis 

berusaha mencoba menarik kesimpulan sebagai penyelesaian dari 

permasalahan yang diangkat dan dari kesimpulan yang diperoleh, penulis 
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berusaha memberikan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan masukan 

bagi berbagai pihak yang berkepentingan. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal 

mengenai Regulasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Tinjauan 

Ekonomi Syariah sebagai berikut : 

1. Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah bagian program dari 

pemerintah dalam rangka penghapusan pajak yang seharusnya terutang, 

tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana 

perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan 

sebagimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016. Regulasi 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) secara gari besar mengatur tentang 

subjek pengampunan pajak, objek pengampunan pajak, dan tarif 

pengampunan pajak. 

2. Aturan Islam konsep pembangunan perekonomian negara menempatkan 

pajak sebagai penompang kebutuhan negara hanya merupakan alternatif 

terakhir ketika sumber penerimaan negara dari sektor lain belum 

mencukupi. Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang 

merupakan bagian dari program perpajakan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan No 11 Tahun 2016 dan PMK No 118 Tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak. Regulasi yang digunakan dalam 

pengampunan pajak secara konteks Islam belum sepenuhnya 

menerepkan konsep pajak dalam Islam (claribah). Hal ini dapat dilihat 

78 
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dari indikator yaitu subjek dan objeknya. Namun demikian dapat 

diambil sikap bahwa dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan 

mencegah kemudharatan negeri ini serta berdasarkan dalil-dalil syar'i 

dan Al-Qur'an dan As-Sunah bahwa setiap muslim wajib mentaati 

pemimpinnya selama pemimpin tersebut masih dalam kategori muslim 

dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan dengan sesuatu 

kemaksiatan maka pengampunan pajak (tax amnesty) diperbolehkan. 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian ini, tentu masih banyak 

kekurangannya, maka peneliti mempunyai saran yang konstruktif dalam 

hasil penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Setiap penulisan tentu tidak sempurna, maka dari itu disarankan untuk 

penelitian selanjutnya tentang Regulasi Pengampunan Pajak (Tax 

Amnesty) dalam Tinjauan Ekonomi Syariah diharapkan lebih 

komprehensif dan mendalam dalam menyajikan hasil penelitian. 

2. Regulasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagai objek penelitian, 

diharapkan agar lebih dikaji ulang mengingat ada sebagian peraturan 

yang masih belum sesuai syariah, walaupun sistem peraturan hukum di 

Indonesia tidak menganut sistem syariah namun dalam kenyataanya 

lebih dar 80% Wajib Pajak adalah orang Muslim, maka dari itu agar 

tidak menjadi kebimbangan dan terhadap Wajib Pajak Muslim sendiri. 
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3. Hendaknya para pemikiran hukum dan alim ulama' memperhatikan dan 

mengeluarkan keputusan yang kuat (fatwa) sebagai dasar mengenai 

pemberlakuan pengampunan pajak di Indonesia agar tidak terjadi 

kesimpangsiuran dan mengurangi dampak negatif terhadap umat 

Muslim dalam mengikuti pengampunan pajak. 
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LAMPIRAN 1 

SALT NAN 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 11 TAHUN 2016 

TENTANG 
PENGAMPUNAN PAJAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 
a. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat 
Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan 
besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak; 

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus 
meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat 
dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang 
ada; 

c. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan 
karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang 
belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; 

d. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan 
perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam 
pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan 
Pengampunan Pajak; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Pengampunan Pajak; 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan . . . 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 	UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam. Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi 
perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan 
cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpaj akan. 

3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis 
berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak 
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang 
digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang 
berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

4. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang 
berkaitan langsung dengan perolehan Harta. 

5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, 
kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender. 

6. Tunggakan . . 
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6. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum 
dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya 
terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan 
Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak 
dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas 
negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. 

8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

9. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang 
selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, 
Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan 
pembayaran Uang Tebusan. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara. 

11. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya 
disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh 
Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak. 

12. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir 
yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah: 

a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 
Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun 
bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai 
dengan 31 Desember 2015; atau 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 
Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun 
bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai 
dengan 30 Juni 2015. 

13. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi 
data dan informasi Wajib Pajak yang berkaitan dengan 
Pengampunan Pajak yang dikelola oleh Menteri. 

14. Bank . . . 
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14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri 
untuk menerima setoran penerimaan negara dan 
berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima 
setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 
rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak. 

15. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir 
pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 
Desember 2015. 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. kepastian hukum; 
b. keadilan; 
c. kemanfaatan; dan 
d. kepentingan nasional. 

(2) Pengampunan Pajak bertujuan untuk: 

a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi 
melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan 
berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, 
perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, 
dan peningkatan investasi; 

b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem 
perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis 
data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan 
terintegrasi; dan 

c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan 
digunakan untuk pembiayaan pembangunan. 

BAB III 
SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK 

Pasal 3 

(1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak. 

(2) Pengampunan . . 
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(2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta 
yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang: 
a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah 

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; 
b. dalam proses peradilan; atau 
c. menjalani hukuman pidana, 
atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 

(4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai 
dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum 
sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. 

(5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terdiri atas kewajiban: 
a. Pajak Penghasilan; dan 
b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

BAB IV 
TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN 

Pasal 4 

(1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada 
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling 
singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah 
sebesar: 

a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat 
Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir 
bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai 
berlaku; 

b. 3% . . . 
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b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat 
Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 
Desember 2016; dan 

c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat 
Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 
sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 

(2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke 
dalam. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 
sebesar: 

a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat 
Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir 
bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai 
berlaku; 

b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat 
Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 
Desember 2016; dan 

c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat 
Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 
sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 



LAMPIRAN 2 

MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 118/PMK.03/2016 

TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 

TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf 

d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 

tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5899); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun. 2008 tentang Perubahan Keempat ataS Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 



MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 

TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah Undang- Undang 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 

2. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 

pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan 

membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Pengampunan Pajak. 

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

4. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa 

seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk 

usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/ 

atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang 

berkaitan langsung dengan perolehan Harta. 

6. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali 

jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun kalender. 



7. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum 

dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya 

terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Kepu,tusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 

Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang 

menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah 

tennasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

8. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas 

negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. 

9. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

10. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang 

selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang 

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta, Utang, 

nilai Harta Bersih, penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara. 

12. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut 

Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri 

sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak. 

13. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang 

selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah: 

a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 

Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun 

bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 

31 Desember 2015; atau 



b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 

Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun 

bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai 

dengan 30 Juni 2015. 

14. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah Surat 

Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau 

bagian Tahun Pajak. 

15. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data 

dan informasi Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pengampunan 

Pajak yang dikelola oleh Menteri. 

16. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tempat Wajib Pajak 

Terdaftar yang selanjutnya disebut Kanwil DJP Wajib Pajak 

Terdaftar adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 

Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan 

atau Pajak Penghasilan orang pribadi. 

17. Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang 

selanjutnya disebut KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar adalah 

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak 

Penghasilan orang pribadi. 

18. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri 

untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan 

Undang-Undang Pengampunan Pajak ditunjuk untuk menenma 

setoran Uang Tebusan dan/ atau dana yang dialihkan ke dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka 

pelaksanaan Pengampunan Pajak. 

19. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada 

jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. 



BAB II 

SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK 

Pasal 2 

(1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak. 

(2) Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak 

yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak 

harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh 

Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. 

( 4) Dikecualikan dari ketentuan se bagaimana dimaksud pada ayat 

(2), yaitu Wajib Pajak yang sedang: 

a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah 

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; 

b. dalam proses peradilan; atau 

c. menjalani hukuman pidana, 

atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 

Pasal 3 

(1) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta 

yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. 

(2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai 

dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum 

sepenuhnya diselesaikan oleh W ajib Pajak. 

(3) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), terdiri atas kewajiban: 

a. Pajak Penghasilan; dan 
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b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

BAB III 

SURAT PERNYATAAN 

Pasal 4 

(1) Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Surat Pernyataan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) disampaikan 

kepada Menteri melalui KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar atau 

tempat tertentu. 

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta, 

Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan, dan 

dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini. 

Pasal 5 

Informasi mengenai identitas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2): 

a. untuk Wajib Pajak orang pribadi, memuat: 

1. nama; 

2. alamat; 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak; 

4. Nomor Induk Kependudukan; 

5. nomor paspor, bagi yang memiliki; dan 

6. nomor surat izin usaha, bagi yang diwajibkan memiliki 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. untuk Wajib Pajak badan, memuat: 

1. nama; 

2. alamat; 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 

4. nomor surat izin usaha. 



Pasal 6 

(1) Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: 

a. Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan 

b. Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya 

dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. 

(2) Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a ditentukan dalam 

mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT 

PPh Terakhir. 

(3) Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan 

dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan: 

a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau 

b. nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak 

Terakhir. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan 

mata uang selain Rupiah, nilai Harta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan 

kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan 

pajak pada tanggal akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan 

SPT PPh Terakhir. 

(5) Dalam hal nilai Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai 

Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah 

berdasarkan: 

a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau 

b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk 

Harta selain kas, 

dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk 

keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir. 



(6) Nilai wajar sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) huruf b clan ayat 

(5) huruf b merupakan nilai yang menggambarkan konclisi clan 

keaclaan clari aset yang sejenis atau setara berclasarkan perhitungan 

Wajib Pajak. 

Pasal 7 

(1) Utang sebagaimana climaksucl clalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: 

a. Utang yang telah clilaporkan clalam SPT PPh Terakhir; clan 

b. Utang yang belum clilaporkan clalam SPT PPh Terakhir yang 

berkaitan secara langsung clengan Harta tambahan 

sebagaimana climaksucl clalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. 

(2) Utang yang telah clilaporkan clalam SPT PPh Terakhir 

sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) huruf a clitentukan clalam 

mata uang Rupiah berclasarkan nilai yang clilaporkan clalam SPT 

PPh Terakhir. 

(3) Utang yang berkaitan secara langsung clengan Harta tambahan 

sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) huruf b clitentukan clalam 

mata uang Rupiah berclasarkan nilai yang clilaporkan clalam claftar 

Utang pacla akhir Tahun Pajak Terakhir. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak cliwajibkan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan PPh menggunakan satuan mata uang selain 

Rupiah, nilai Utang sebagaimana climaksud pada ayat (2) 

clitentukan clalam mata uang Rupiah berclasarkan kurs yang 

clitetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pacla 

tanggal akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai clengan SPT PPh 

Terakhir. 

(5) Dalam hal nilai Utang yang berkaitan secara langsung clengan 

Harta tambahan sebagaimana climaksud pacla ayat (3) 

menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang 

clitentukan clalam mata uang Rupiah berclasarkan kurs yang 

clitetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pacla 

akhir Tahun Pajak Terakhir. 



(6) Utang yang berkaitan secara langsung dengan Harta tambahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Utang 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan 

keberadaannya yang digunakan langsung untuk memperoleh 

Harta tambahan tersebut. 

Pasal 8 

(1) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

dihitung berdasarkan nilai Harta tambahan yang belum atau 

belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 6 ayat 

(5) dikurangi nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (3) dan Pasal 7 ayat (5). 

(2) Untuk menghitung besarnya nilai Utang yang berkaitan secara 

langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat 

diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. bagi Wajib Pajak badan, Utang yang dapat dikurangkan 

paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 

nilai setiap Harta tambahan yang berkaitan secara langsung; 

atau 

b. bagi Wajib Pajak orang pribadi, Utang yang dapat 

dikurangkan paling banyak sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari nilai setiap Harta tambahan yang berkaitan 

secara langsung. 

Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

dasar pengenaan Uang Tebusan. 

Dalam hal Wajib Pajak baru memperoleh Nomor Pokok Wajib 

Pajak setelah tahun 2015 dan belum menyampaikan SPT PPh 

Terakhir, tambahan Harta bersih yang diungkapkan dalam Surat 

Pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan 

Uang Tebusan. 



Pasal 9 

Penghitungan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan tarif U ang Tebusan 

dengan dasar pengenaan U ang Tebus an sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (4). 

Pasal 10 

( 1) Tarif U ang Te bus an se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atas: 

a. Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; atau 

b. Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di 

dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 

(tiga) tahun sejak tanggal dialihkan, 

adalah sebesar: 

1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat 

Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan 

Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016; 

2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat 

Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2016; dan 

3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat 

Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai 

dengan tanggal 31 Maret 201 7. 



LAMPIRAN 3 

KEMENTERIAN ICELJANGAN 1.EPUUK INDONESIA 

PEP.ATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR PER- it /PJ/2016 

TENTANG 

PENDATURAN LEE111 LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 11 TAMUN 2016 TENTANG ?ENGAMPUNAN ?AJAX.  

D1REKTUR JENDERAL, PAJAK, 

M -rnbang : Bahwa untuk memberikan keadllan dan pelayanan kepada 

Wajib Pajak dalarri menjalankan pelaksanaar Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak perlu 

Peraturan Dircktur Jdcrai IPjak tcntang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pmgarnpunan Pajak: 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5899); 

2. Peraturan .Menter. Keuangan Nomor 118/ PM1C.031 2016 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 11 Talitm 2016 

tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1013); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DLREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG 

PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENK PELAKSANAAN 

UNDANO-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG 

PENGAMPUNAN 
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BAB I 

SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK 

Pasal 1 

(1) Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak 

mendapatkan Pengampunan Pajak. 

(2) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja 

Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang 

jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah 

Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat tidak menggunakan 

haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak. 

(3) Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak mempunyai 

penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar 

Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti 

Pengampunan Pajak. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk mengikuti 

Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan. 

Pasal 2 

(1) Termasuk dalam pengertian Harta tambahan sebagaimana 

dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tetang Pengampunan 

Pajak merupakan: 

a. harta warisan; dan/atau 

b. harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, 

yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan. 
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(2) Harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila: 

a. diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan 

atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena 

Pajak; atau 

b. harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan pewaris. 

(3) Harta hibahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila: 

a. diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak 

memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah 

Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau 

b. harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan pemberi hibah. 

(4) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

menggunakan haknya untuk menyampaikan harta warisan 

dan/atau harta hibahan dalam Surat Pernyataan dalam rangka 

Pengampunan. Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak tidak diterapkan. 

BAB II 

PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN 

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN 

Pasal 3 

(1) Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan haknya untuk 

mengikuti Pengampunan Pajak dapat menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau membetulkan 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 
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(2) Terhadap Harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah 

dikenakan Pajak Penghasilan atau Harta yang diperoleh dari 

penghasilan yang bukan. objek Pajak Penghasilan dan belum 

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan telah disampaikan, Wajib Pajak dapat 

melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan; atau 

b. dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan belum disampaikan, Wajib Pajak dap at 

melaporkan Harta tersebut dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk 

mengikuti Pengampunan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak 

menemukan data dan/atau informasi atas Harta yang diperoleh 

sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 

2015 yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak diterapkan. 

BAB III 

NILAI WAJAR HARTA 

Pasal 4 

(1) Nilai wajar Harta Tambahan adalah nilai yang menggambarkan 

kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara 

berdasarkan penilaian Wajib Pajak. 

(2) Nilai wajar untuk Harta Tambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) selain kas atau setara kas adalah nilai yang 

menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis 

atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir 

Tahun Pajak Terakhir. 
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(3) Nilai wajar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat 

Pernyataan Harta tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh 

Direktur Jenderal Pajak. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

Pasal 2, dan Pasal 3 adalah sesuai contoh sebagaimana Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 

Jenderal ini. 

Pasal 6 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2.9 A94 L•ts- 	2016 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

E DWIJUGIASTEADig 



II. Penerapan Pasal 2 

A. Contoh Harta Tambahan berupa Warisan yang bukan merupakan 

Objek Pengampunan Pajak 

1. Tn F seorang petani menerima warisan berupa rumah di 

Indonesia. Tn F memiliki penghasilan pada Tahun Pajak 2015 

di bawah PTKP. 

2. Tn G seorang karyawan memiliki penghasilan di atas PTKP. 

Pada Tahun Pajak 2014, Tn menerima warisan berupa rumah 

toko dari ayahnya, Tn H. Atas rumah toko tersebut telah 

dilaporkan oleh Tn H dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 

2012. 

B. Contoh Harta hibahan berupa Hibahan yang bukan merupakan 

Objek Pengampunan Pajak 

1. Tn J seorang buruh pabrik menerima hibah dari ayahnya 

berupa uang tunai sejumlah Rp100 juta. Tn J memiliki 

penghasilan pada Tahun Pajak 2015 dibawah PTKP. 

2. Dr. W seorang dokter memiliki penghasilan di atas PTKP. Pada 

Tahun Pajak 2013, Tn W menerima hibah berupa klinik dari 

ayahnya, Dr.X. Atas klinik tersebut telah dilaporkan oleh Dr. X 

dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011. 

III. Penerapan Pasal 3 

A. Contoh Penyampaian SPT Tahunan PPh 

Tn L seorang pemilik toko elektronik mempunyai penghasilan di 

atas PTKP dan memiliki tiga buah rumah, tanah seluas 10Ha, 

serta lima buah mobil. Tn L belum pernah menyampaikan SPT 

Tahunan PPh. Tn L dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh atau 

menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak. 

B. Contoh Pembetulan SPT Tahunan PPh 

Penghasilan Tuan K seorang artis sinetron di atas PTKP dan 

telah menyampaikan SPT Tahunan PPh. Akan tetapi atas Harta 

berupa 5 unit apartemen dan 3 vila belum dilaporkan dalam SPT 
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tersebut. Tn K dapat menyampaikan pembetulan SPT Tahunan 

PPh atau menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan 

Paj ak. 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

KEN DWIJUGIASTEADI 



MIS Sapugarut 
	

Lulus 

SMP Negeri 14 Pekalongan 
	

Lulus 

SMA N 1 Kedungwuni 
	

Lulus 

IAIN Pekalongan 

Pekalongan, Oktober 2017 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Identitas Diri 

Nama Lengkap 	: Nailis Nurmila 

Nim 	 :2013113212 

Tempat/ Tanggal Lahir: Pekalongan, 15 Mei 1995 

: Perempuan 

: Islam 

: Sapugarut Gg 1 No 210 RT 07 RW 03 

Buaran, Pekalongan 

Jenis Kelamin 

Agama 

Alamat 

Identitas Orang Tua 

Nama Ayah 

Pekerjaan 

Agama 

Nama Thu 

Pekerjaan 

Agama 

Alamat 

Riwayat Pendidikan 

1. SD 

Tahun 2007 

2. SMP 

Tahun 2010 

3. SMA 

Tahun 2013 

4. Perguruan Tinggi 

Angkatan Tahun 2013 

: Khaeron 

: Wiraswasta 

: Islam 

: Eny Hanrawati 

: Thu Rumah Tangga 

: Islam 

: Sapugarut Gg 1 No 210 RT 07 RW 03 

Buaran, Pekalongan 
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